BAB II

KAJIAN LITERATUR

A. Landasan Teori
1. Pajak

a. Definisi

1). Menurut undang – undang perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008)
Pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar –besarnya kemakmuran rakyat”
2). Menurut para ahli 

a). Menurut Soemitro (Pohan, 2014:29) bahwa :
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
b). Menurut Adriani (Prastowo,2011:7) bahwa :
Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut undang-undang, dengan tidak medapatkan prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umumyang berhubunagn dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan .

b. Fungsi Pajak
Fungsi Pajak menurut  (Mardiasmo, 2013) (2013:2) ada dua fungsi pajak, yaitu:
1). Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2). Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
c. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat empat asas perpajakan menurut Adam Smith (Pohan,2014:44), antara lain :

1). Asas Keadilan (Equality)

Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi atau subjek pajak sebanding dengan kemampuan untuk membayar (ability to pay) pajak tersebut dan juga seimbang dengan manfaat penghasilan yang diterima dan dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah.

2). Asas Kepastian (Certainty)

Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, yang dimaksud supaya pajak itu harus jelas bagi semua Wajib. Pajak dan seluruh masyarakat dan pasti tidak dapat ditawar-tawar atau dimulur-mulur.
3). Asas Kenyamanan (Convenience)
Dalam
memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat menyenangkan atau memudahkan Wajib Pajak. Pada masa sekarang ini saat-saat yang baik dan tepat tersebut. Diwujudkan dengan pemungutan pajak pada sumbernya (Levying tax at source) artinya pemungutan pajak oleh pemerintah dilakukan pada waktu menerima gaji, bonus, deviden dan bunga deposito.

4). Asas Ekonomis (Economi)

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (compliance cost). Bagi wajib pajak hendaklah sehemat mungkin jangan sampai biaya-biaya memungut pajak lebih besar dari pada pajak yang dipungut.
d. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 sistem pemungutan perpajakan menurut Pohan (2014:62)  antara lain : 
1). Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajkan untuk mennetukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajkan yang berlaku.
2). Self Assessment System

Sistem pemunguta pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajka yang terutang setiap tahunnya sesuai demgan perundang – undangan perpajakan yang berlaku . dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.

3). Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang melibatkan pihak ketiga. Penunjuk pihak ketiga ini dilkukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajkan yang berlaku melalui sarana perpajkan yang tersedia. Memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesua dengan peraturan perundang – undanga perpajkan yang berlaku.

e. Stelsel Pajak

Terdapat tiga cara memungut pajak (stesel pajak) atau suatu penghasilan menurut Pohan (2014:64), antara lain : 

1). Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajaknyabaru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan dari stelsel nyata yaitu perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis, sedangkan kekurangan dari stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode.

2). Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahan stelsel ini adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3). Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Yaitu pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikkan dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.
f. Asas Pengenaan Pajak

Terdapat tiga asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak menurut Prastowo (2011:10), antara lain :
1)  Asas Sumber (Source Rules)
Menurut asas ini fiskus negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

2). Asas Tempat Tinggal (Domicile Rules)
Menurut asas ini fiskus suatu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri, azas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

3). Asas Kebangsaan / Kewarganegaraan (Nationality Rules)
Asas kebangsaan ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara.
Dalam penelitian ini pengukuran yang di gunakan untuk pajak  sesuai dengan penelitian Saraswati & Sujana (2017) dalam  Fauziah dan Saebeni (2018) bahwa variabel pajak diukur dengan effective tax rate dimana ETR adalah sebuah persentase besaran
	Beban Pajak – Beban Pajak Tangguhan

	Laba kena Pajak


effective tax rate  = 

Effective tax rate (tarif pajak efektif) yang merupakan  perbandingan beban  pajak dikurangi beban  pajak  tangguhan  dibagi  dengan  laba  kena pajak.
2. Kepemilikan asing
Banyak sekali negara berkembang yang sedang giat membangun infrastruktur termasuk Indonesia. Hal ini berdampak pada dana yang  dibutuhkan untuk  investasi  tidak  mungkin  dicukupi  dari  pemerintah  dan  swasta nasional. Keadaan ini yang makin mendorong untuk  mengupayakan semaksimal  mungkin  menarik  penanaman  modal  asing  ke  Indonesia. Pengertian  Penanaman  Modal  Asing  dalam  UU  Nomor  25  tahun  2007 pasal  1  ayat  3  adalah  kegiatan  menanam  modal  untuk  melakukan  usaha di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  penanam modal  asing,  baik  yang  menggunakan  modal  asing  sepenuhnya  maupun yang  berpatungan dengan penanam  modal dalam  negeri. Dengan adanya penanaman  modal  asing  tersebut  maka  akan  timbul  kepemilikan asing. Kepemilikan asing dijelaskan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.
Menurut (Refgia 2017) kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Dalam penelitiannya (Melmusi 2016) kepemilikan asing diukur menggunakan proksi persentase kepemilikan asing sebesar 20% atau lebih. Dan menurut (kiswanto dan purwaningsi 2014). Menurut Kusumasari, Fadilah dan Sukarmanto (2018) kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, dapat dirumuskan :
	Jumlah kepemilikan saham oleh pihak asing

	Jumlah Saham Yang Beredar


Kepemilikan asing =         x 100%

Skala rasio yang digunakan adalah jumlah kepemilkan saham oleh pihak asing dibagi dengan jumlah saham yang beredar.
3. Transfer Pricing

a. Pengertian Pricing 
Menurut Suandy (2016:77) pengertian harga transfer (transfer pricing) dapat di bedakan menjadi dua, yaitu pengertian bersifat netral dan pengertian yang bersifat peyoratif. Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik Sedangkan, pengertian peyoratif mengasumsikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Sedangkan menurut (Refgia, 2017) transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi financial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba. Gundai dalam bukunya (2012:9) menjelaskan transfer pricing sebagai sebuah rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, dengan tujuan untuk menghindari pajak atau bea di suatu negara. 

Dapat simpulkan bahwa transfer pricing adalah penentuan harga atas barang, jasa, ataupun harta tak berwujud lainnya antara perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Menurut   Pernyataan   Standar   Akuntansi   Keuangan   (PSAK) No.   7   (2015),   pihak - pihak   yang   mempunyai   hubungan istimewa   adalah   bila   satu  pihak   mempunyai   kemampuan  untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak  lain  dalam  mengambil  keputusan.  Transaksi  antara  pihak -pihak  yang  mempunyai  hubungan  istimewa adalah suatu pengalihan sumber  daya  atau  kewajiban  antara  pihak - pihak  yang  mempunyai hubungan    istimewa   tanpa    menghiraukan   apakah    suatu   harga diperhitungkan. 
Peraturan tentang transfer pricing secara umum diatur dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (arm’s length principle) dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. Hubungan istimewa dikatakan terjadi jika (i) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; (ii) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (iii) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. 
Aturan lebih lanjut dan detail tentang transfer pricing termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Di dalam aturan ini disebutkan pengertian arm’s length principle yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Dalam Peraturan Dirjen Pajak ini juga diatur bahwa arm’s length principle dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah: (i) melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding; (ii) menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat; (iii) menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis
b. Tujuan Harga Transfer

Harga  transfer  multinasional  berhubungan  dengan  transaksi antar  divisi  dalam  satu  unit  hukum  (entitas)  atau  antar  entitas  dalam satu  kesatuan  ekonomi  yang  meliputi  berbagai  wilayah  kedaulatan negara. Tujuan yang ingin dicapai dalam harga transfer adalah sebagai berikut (Suandy, 2016):

1. Memaksimalkan penghasilan global.

2. Mengamankan  posisi  kompetitif  anak/  cabang  perusahaan dan penetrasi pasar.

3. Mengevaluasi kinerja anak/ cabang perusahaan mancanegara.

4. Menghindarkan pengendalian devisa.

5. Mengatrol kredibilitas asosiasi.

6. Mengurangi risiko moneter.

7. Mengatur arus kas anak/ cabang perusahaan yang memadai.

8. Membina hubungan baik dengan administrasi setempat.

9. Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk.

10. Mengurangi risiko pengambilalihan oleh pemerintah
c. Metode transfer pricing
Dalam bukanya Kamilah (2016:82) menjelaskan Beberapa metode transfer pricing yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional, yaitu sebagai berikut :
1. Harga transfer dasar biaya (cost based transfer pricing). Yaitu perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variable dan tetap yang dapat dilakukan dalam 3 (tiga) pemilihan bentuk, yaitu (a) biaya penuh (full cost); (b) biaya penuh ditambah mark up (full cost plus markup); dan (c) gabungan antara biaya variable dan tetap (variable cost plus fixed fee). 
2. Harga transfer atas dasar harga pasar (market basis transfer pricing). Merupakan metode transfer pricing yang paling memadai karena sifatnya independen, oleh karena itu guna menggunakan metode ini perlu informasi pasar yang sempurna.
3. Harga transfer negosiasi (negotiated transfer pricing). Merupakan metode transfer pricing hasil dari proses tawar menawar antara divisi penjual dan divisi pembeli, yang banyak dijumpai dalam beberapa kasus, dimana sub unit perusahaan bebas menegosiasikan harga transfer antara para pihak. Subunit perusahaan dapat menggunakan informasi mengenai biaya dan harga pasar dalam negosiasi, tetapi tidak ada persyaratan bahwa harga transfer yang dipilih harus mempunyai hubungan tertentu ke biaya atau harga pasar. Harga transfer hasil negosiasi tersebut sering digunaka ketika harga transfer berfluktuasi dan terus berubah. 120 Ada tiga bentuk penetapan harga transfer berdasarkan biaya yang akan dipertimbangkan adalah :
a. Full cost. Full cost meliputi direct materials, direct labor, variable overhead, dan bagian dari fixed overhead. Penetapan harga transfer full cost dapat merusak insentif dan mengganggu ukuran-ukuran kinerja dan akan menutup kemunginan pemberlakuan harga transfer yang dinegosiasikan. 
b. Full cost plus markup. Rumusan Full cost plus markup merupakan salah satu bentuk penetapan harga transfer hasil dari negosiasi, namun penggunaannya tidak mungkin mewakili semua harga negosiasi. c. Variabel cost plus fixed fee. Variabel cost plus fixed fee merupakan pendekatan yang digunakan dalam penetapan harga transfer dengan tingkat fixd fee dapat dinegosiasikan. Metode ini memiliki satu keunggulan dibandingkan dengan full cost full markup, yaitu apabila divisi penjual sedang beroperasi di bawah kapasitas, maka variable cost adalah opportunity cost-nya, dengan mangasumsikan bahwa fixes cost adalah sama dengan penetapan harga trnsfer yang dinegosiasikan.
d. Dampak transfer pricing
Menurut Kamilah (2016:86) dalam bukunya menjelaskan Perusahaan multinasional memiliki peran yang sangat besar dalam perdagangan , dimana dua pertiga perdagangan dunia terjadi antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (dalam satu grup). Kegiatan ekspor dan impor barang dalam jumlah besar, berpengaruh terhadap jumlah pajak yang terutang, sehingga menimbulkan konflik antara pihak fiskus dengan Wajib Pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan akan melakukan berbagai cara salah satu diantaranya praktik transfer pricing. Ditinjau dari perspektif perpajakan , suatu perusahaan multinasional akan berusaha meminimalkan beban pajak global dengan cara memanfaatkan ketiadaan ketentuan perpajakan suatu negara yang tidak mengatur ketentuan anti penghindaran pajak (anti tax avoidance) atau mengaturnya tetapi tidak memadai. Dampak transfer pricing khususnya menyangkut transaksi yang dilakukan oleh korporasi multinasional, diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara, karena perusahaan multinasional cenderung mengeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries). 125 Iman Santoso, Loc. Cit., hlm. 123. Berdasarkan data yang diperoleh dari seksi Transfer Pricing Direktorat Jenderal Pajak yang diolah berdasarkan data Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), pada tahun 2009 kerugian Indonesia akibat transfer pricing mencapai Rp. 1.300 triliun, dan negara baru membentuk seksi yang menangani transfer pricing sekitar tahun 2007, dengan dukungan sumber daya manusia yang hanya sebanyak 12 (dua belas) orang, dan tidak semua memiliki pemahaman berkaitan dengan transfer pricing, menimbulkan kekhawatiran untuk menyelesaikan persoalan transfer pricing. Menururt Melmusi (2016) transfer pricing dapat diukur menggunakan nilai transaksi pihak berelasi karena transfer pricing dan transaksi pihak berelasi merupakan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
	Piutang transaksi pihak berelasi

	Total Piutang


Transfer pricing =    X 100%
B. Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian yang beragam yang dihasilkan oleh para peneliti sebelumnya. Berikut merupakan hasil dari penelitian oleh peneliti terdahulu.
Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu
	No
	Peneliti
	Judul Penelitian 
	Tahun
	Hasil Penelitian

	1
	Kiswanto, Purwaningsih
	Pengaruh pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur di BEI Tahun 2010-2013
	2014
	Pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan transfer pricing.

	
	
	
	
	Kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan transfer pricing.

	
	
	
	
	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan transfer pricing.

	2
	Suprianto, Pratiwi
	Pengaruh beben pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia (BEI) 
periode 2013 –2016
	2016
	beban pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing

	
	
	
	
	kepemilikan  asing  tidak berpengaruh  terhadap  transfer  pricing

	
	
	
	
	ukuran  perusahaan berpengaruh  negatif  terhadap transfer pricing

	3
	Melmusi
	Pengaruh pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing pada perusahaan yang tergabung dalam jakarta islamic index dan terdaftar di bursa efek indonesia periode 2012-2016
	2016
	Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing

	
	
	
	
	Mekanisme Bonus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing

	
	
	
	
	Kepemilikan Asing secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing

	
	
	
	
	Ukuran Perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing

	4
	Indrasti
	pengaruh pajak, kepemilikan asing, bonus plan dan debt covenant terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing (studi empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)
	2016
	pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing

	
	
	
	
	Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing.

	
	
	
	
	Debt covenant berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing

	
	
	
	
	Bonus Plan berpengaruh positif pada keputusan perusahaan melakukan
transfer pricing

	No
	Peneliti
	Judul Penelitian 
	Tahun
	Hasil Penelitian

	5
	Tiwa, Saerang, Tirayoh
	pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap transfer pricing terhadap penerapan transfer pricing  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015
	2017
	pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan transfer pricing

	
	
	
	
	kepemilikan asing tidak berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap penerapan transfer pricing

	
	
	
	
	 

	6
	Refgia
	pengaruh pajak, mekenisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan tunneling incentive terhadap transfer pricing
(Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014)
	2018
	Pajak berpengaruh terhadap transfer pricing

	
	
	
	
	mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap terhadap transfer pricing

	
	
	
	
	ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap transfer pricing

	
	
	
	
	kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing

	
	
	
	
	tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing

	7
	Kusumasari, Fadilah, Sukarmanto
	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap transfer pricing (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2012-2016)
	2018
	pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap transfer pricing

	
	
	
	
	kepemilikan asing berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap transfer pricing

	
	
	
	
	ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap transfer pricing

	8
	Ardila
	pengaruh pajak, kepemilikan asing dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur tahun 2013-2017
	2018
	pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing

	
	
	
	
	kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing

	
	
	
	
	mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing

	No
	Peneliti
	Judul Penelitian 
	Tahun
	Hasil Penelitian

	9
	Fauziah,Saebeni
	
pengaruh pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing (perusahaan manufaktur dan perusahaan pertambangan di sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 -
2016)
	2018
	pajak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing

	
	
	
	
	tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing

	
	
	
	
	mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing

	10
	Kurniawan,Sutijatmo, Wikansari
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Sumber : Data di olahan penulis
C. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan sebelumnya dalam kajian literatur, maka kerangka berpikir atas variabe yang terkait dalam penelitian ini dirumuskan oleh penulis sebagai berikut :
	


Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran


D. Hipotesis

1. Pengaruh pajak terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing: 
Salah satu alasan perusahaan melakukan transfer pricing adalah pajak. Biasanya perusahaan menghindari pembayaran pajak yang sangat tinggi. Perusahaan melaporkan laba lebih rendah pada laporan keuangannya. Kemudian salah satu cara yang dipraktekkan oleh perusahaan untuk menurunkan laba adalah transfer pricing. Perusahaan seharusnya mengunakan prinsip harga wajar untuk mengurangi kewajiban pajak, tetapi perusahaan lebih banyak menggunakan transfer pricing. Penelitian Refgia (2017) menyatakan bahwa pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap transfer pricing. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan Pajak. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Penelitian tersebut didukung juga oleh pernyataan Tiwa (2017) dan Kusumasari (2018).
Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing.
2. Pengaruh kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing:

Salah satu alasan perusahaan Ketika kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan, termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi transfer pricing. Pengaruh kepemilikan asing terhadap transfer pricing didukung dalam penelitian Refgia (2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer pricing.  Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah : 
H2 : Kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing
3. Pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing: 
Dengan banyak cabang perusahaan di penjuru negara dan perbedaan tarif pajak mendorong kepemilikan asing dan pajak melakukan keputusan untuk melakukan transfer pricing. Pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap transfer pricing didukung  dalam penelitian  (Indrasti, 2016) yang menunjukkan bahwa pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer pricing.  Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H3 :  pajak dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing
Kepemilikan asing
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Transfer Pricing


(Y)









